BAB Il

Gambaran Umum Putusan Pembatalan Perkawinan dan Analisis Putusan
Nomor 23/Pdt.G/2021/PA.TSe.

A. Gambaran Umum Putusan

1. Duduk Perkara

Penggugat, lahir di Tarakan, 04 Oktober 1960, agama Islam, pekerjaan
Ibu Rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Tanjung Selor
Kalimantan Utara yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat/Tergugat
Rekonvensi. Melawan Tergugat, lahir di Banyuwangi, 03 Januari 1970, agama
Islam, pekerjaan lbu rumah tangga, bertempat tinggal di Tanjung Selor
Kalimantan Utara yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat/Penggugat
Rekonvensi;

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya pada tanggal 13 Januari
2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor pada
hari itu juga dengan register perkara Nomor 23/Pdt.G/2021/PA.Tse,
mengemukakan beberapa hal yaitu: Bahwa Penggugat adalah masih berstatus
sebagai istri sah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan H.
Suami yang tercatat di KUA Kecamatan Tarakan Nomor XXXX, tanggal 26
Mei 1983. Pada tanggal 31 Desember 2020 Suami didari Penggugat
dinyatakan meninggal dunia di Sidoarjo (Jawa Timur). Selain Alm. Suami
menikah dengan Penggugat Suami juga telah melaksanakan pernikahan yang
lain yakni dengan Tergugat yang mana Kutipan Akta Nikahnya di keluarkan

olen KUA Kecamatan Tanjung Selor dengan Nomor Kutipan Akta Nikah
58
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XXXX. Penggugat sebenarnya memang sudah mengetahui pernikahan antara
Suami dengan Tergugat tapi itu hanya sebatas pernikahan Sirri padahal Suami
secara diam-diam dengan Tergugat telah mencatatkan pernikahan mereka di
KUA dan Penggugat baru mengetahui hal tersebut pada tanggal 02 Januari
2021 yang mana pada saat itu setelahsuani sudah meninggal dunia. Maka dari
itu Penggugat keberatan dengan pernikahan antara Suami dengan Tergugat.
Oleh karena itu dengan adanya fakta-fakta di atas maka di
laksankanlah jalannya persidangan antara Penggugat dan Tergugat yang mana
mereka sama-sama hadir dalam sidang tersebut. Pada masalah ini Majlis
Hakim berupaya untuk melakukan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat
dengan cara menasehati para pihak supaya tidak berkepanjangan, akan tetapi
upaya tersebut tidak berhasil. Karena upaya perdamaian tidak berhasil maka
perkara ini diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum yang dibacakan
terlebih dahulu surat gugatan Penggugat dan Penggugat tetap pada
pendiriannya. setelah surat gugatan Penggugat di bacakan maka Tergugat
menjawab gugatan tersebut secara Lisan yaitu Tergugat membenarkan apa
yang di katakan oleh Penggugat bahwa Penggugat adalah istri sah dari Suami
dan masih terikat dalam perkawinan yang sah yang mana hal itu Tergugat
ketahui ketika anak dari Sungai dan Penggugat menikah yaitu pada tahun
2005 dan juga Penggugat membanrkan bahwa Suaminya meninggal pada
tanggal 31 Desember 2020 di Sidoarjo. Tergugat juga mengatakan bahwa
memang benar telah terjadi pernikahan antara Suami dengan Tergugat yang

sudah di catat secara resmi di KUA. Dalam hal Penggugat mengetahui
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pernikahan antara Tergugat dan Suami sudah resmi, Tergugat tidak
mengetahui hal itu. Terhadap atas semua apa yang dituntut oleh Penggugat
maka Tergugat menyetakan dalam jawabannya tersebut diserahkan
keputusannya pada Majlis Hakim;

Penggugat mengajukan beberapa alat bukti yakni mengajukan surat-
surat dan dua orang saksi supaya menguatkan dalil-dalil gugatannya. Alat
bukti surat yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat,
Kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga kepala keluarga atas nama Senam. Bukti
fotokopi surat-surat tersebut telah diperiksa oleh Majlis Hakim dicocokkan
dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermaterai cukup dan telah di-nazegelen.
Fitokopi petikan Keputusan Sekretaris Jenderal Departemen Perdagangan,
Kartu Pegawai Negeri Sipil atas nama Senam, dan Keputusan Gubernur
Kalimantan Utara tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil. Bukti
fotokopi surat-surat tersebut telah diperiksa oleh Majlis Hakim namun tidak
dapat dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup telah di-nazegelen,

Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yaitu Saksi I, umur 55
tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,
bertempat tinggal di Jalan Sabanar Lama RT. 061 RW. 023, Kelurahan
Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan,
Provinsi Kalimantan Utara. Saksi merupakan adik kandung dari Penggugat.
Saksi menyatakan bahwa Penggugat adalah istri sah dari Suami dan
pernikahan mereka telah berlangsung lama namun untuk tanggal pastinya

Saksi tidak mengingat sejak kapan mereka menikah. Saksi juga mengatakan
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bahwa dia mengetahui bahwa Suami mempunyai istri lain selain Penggugat
atas cerita dari Suami sekitar 10 tahun yang lalu tapi baru mengetahui
pernikahan antara Suami dengan Tergugat sudah resmi dan tercatat itu baru-
baru saja berdasarkan apa yang diceritakan oleh Penggugat. Dengan demikian
maka Penggugat berniat hendak membatalkan pernikahan antara Suami
dengan Tergugat. Saksi juga mengetahui bahwa Suami bekerja sebagai
Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kecamatan tetapi Saksi tidak mengetahui
apakah Suami sudah mendapatkan izin poligami saat melakukan pernikahan
dengan Tergugat ataukah tidak. Saksi mengatakan bahwa Penggugat dan
Suami walaupun sampai sekarang tidak pernah bercerai tetapi sudah lama
berpisah tempat tinggal, dan pernyataan terakhir dari Saksi bahwa dia
mengetahui Suami telah meninggal dunia di luar Kalimantan. Saksi Il, umur
77 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ilbu rumah tangga,
bertempat tinggal di Jalan Sabanar Lama RT. 061 RW.22, Kelurahan Tanjung
Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan Provinsi
Kalimantan Utara,. Saksi merupakan ibu kandung Penggugat dan jawaban
Saksi Il pada pokonya sama dengan jawaban Saksi |.

Atas Dbukti-bukti yang ajukan Penggugat maka Tergugat juga
mengajukan beberapa bukti Surat yaitu, fotokopi Kutipan Akta Nikah,
Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak |, Anak Il, dan Anak Ill, Kartu
Keluarga, fotokopi Petikan Keputusan Bupati Bulungan tentang Kenaikan
Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Senam, S. E. yang dikeluarkan oleh

Bupati Bulungan, Kutipan Akta Kematian atas nama Senam, Surat Keterangan
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Kematian atas nama M. Suami, Surat Pengantar dan Penyerahan Jenazah atas
nama M. Suami, Kartu Identitas Pensiun atas nama Senam, dan fotokopi
Keputusan Bupati Bulungan tentang Pemberian Kenaikan Pangkat
Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil
yang Mencapai Batas Usia atas nama Senam. S.E. Bukti fotokopi surat-surat
tersebut telah diperiksa oleh Majlis Hakim dicocokkan dengan aslinya yang

ternyata sesuai serta telah di-nazegelen;

2. Tuntutan

a. Dalam Konvensi

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Membatalkan pernikahan almarhum Suami dengan Tergugat;

3. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh
Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten
Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara tidak berkekuatan hukum;

4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-
undangan yang berlaku;

Subsider:
Apabila Majlis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang
seadil-adilnya;

b. Dalam Rekonvensi
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Menetapkan anak Tergugat dengan Suami sebagai anak sah dari

ayah yang bernama Suami dan ibu yang bernama Terguat;

3. Pertimbangan Hukum
a. Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majlis Hakim telah berusaha mendamaikan
para pihak namun tidak berhasil, dan dalam perkara ini tidak dilaksanakan
mediasi karena perkara pembatalan perkawinan termasuk dalam perkara
yang dikecualikan dari kewajiban mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4
ayat (2) huruf d. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Majlis Hakim menimbang berdasarkan alasan pokok Penggugat
yaitu Penggugat baru mengetahui suaminya melakukan pernikahan dengan
Tergugat secara resmi di KUA. Padahal Penggugat adalah istri sah dari
Suami dan masih terikat dalam perkawinan yang sah maka dari itu
Penggugat merasa keberatan dengan adanya pernikahan antara Suami
dengan Tergugat. Majlis Hakim juga menimbang berdasarkan jawaban dari
Tergugat yang membenarkan dalil gugatan Penggugat mengenai status
Penggugat dengan Suami yang masih terikat dalam sebuah perkawinan
yang sah pada tahun 2005 yakni saat pernikahan anak Suami dengan

Penggugat.
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Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dalam Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 11 dan 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam adanya suatu
perkawinan dibuktikan dengan akta nikah atau kutipan akta nikah yang
diberikan kepada pasangan suami istri in casu Kutipan Akta Nikah yang
dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Tarakan, Kabupaten Bulungan sebagaimana yang didalilkan.
Maka dari itu, meskipun Tergugat tidak mengelak dari apa yang telah
didalilkan oleh Penggugat maka sesuai dengan ketentuan tersebut di atas
Penggugat tetap harus membuktikannya dan begitupun juga terhadap
jawaban dan duplik Tergugat yang mana harus dibuktikan juga. Atas
pertimbangan, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengakui dalil gugatan
Penggugat mengenai Suami telah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengakui dalil
gugatan Penggugat angka 3 (tiga) mengenai Suami telah menikah dengan
Tergugat dengan Nomor Kutipan Akta Nikah XXXX yang dikeluarkan
KUA Kecamatan Tanjung Selor. Meskipun Tergugat telah mengakuinya,
namun Tergugat tetap harus membuktikan dalil jawabannya, karena
menurut ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,
dan Pasal 11 dan 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 7
ayat 1 Kompilasi Hukum Islam adanya suatu perkawinan dibuktikan
dengan akta nikah atau kutipan akta nikah yang diberikan kepada pasangan

suami istri in casu Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai
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Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor,
Kabupaten Bulungan sebagaimana yang didalilkan.

Berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat
atas apa yang di dalilkan Penggugat yang baru mengetahui Suami
melakukan pernikahan secara resmi di Kantor Urusan Agama supaya
tercatat. Untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat maka Penggugat
membuktikannya dengan alat bukti surat-surat dan mengahdiriak dua orang
Saksi. Alat bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kutipan
Akta Nikah, fotokopi Kartu keluarga bahwa satu keluarga, fotokopi Petikan
Keputusan Sekretaris Jenderal Departemen Perdagangan, fotokopi Kartu
Pegawai Negeri Sipil, dan fotokopi Keputusan Gubernur Kalimantan Utara
tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil yang mana sudah
bermaterai cukup dan sudah di-nazegelen.

Majlis Hakim menimbang berdasarkan kehadiran saksi-saksi ke
persidangan yang mana saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil
sebagai Saksi sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.
BG dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu
Saksi sudah dewasa, berakal sehat, dan disumpah terlebih dahulu sebelum
memberikan keterangan.

Selain Penggugat yang harus membuktikan dalil gugatannya maka
Tergugat juga harus membuktikan jawaban dan gugatan Rekonvensi yang
diajukannya. Oleh karenanya Tergugat mengajukan alat bukti surat pada

saat persidangan. Alat bukti tersebut yaitu, fotokopi Kutipan Akta Nikah,
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fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi
Petikan Keputusan Bupati Bulungan tentang Kenaikan Pangkat Pegawai
Negeri Sipil, fotokopi Kutipan Akta Kematian, fotokopi asurat Keterangan
Kematian, fotokopi Surat Pengantar dan Penyerahan Jenazah, fotokopi
Kartu Identitas Pensiun, dan fotokopi Keputusan Bupati Bulungan tentang
Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian, dan Pemberian
Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia yang mana
semuanya bermaterai cukup telah di-nazegelen dan cocok dengan aslinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat
dan Tergugat, dan bukti-bukti Penggugat dan Tergugat diperoleh fakta
sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Suami adalah suami istri yang masih terikat
dalam perkawinan sah yang pernikahannya tercatat di Kantor
Urusan Agama Kecamatan Tarakan, Kabupaten Bulungan dengan
Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, tanggal 26 Mei 1983 dan
keduanya belum pernah bercerai;

2. Bahwa Suami dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang
menikah pada 29 Desember 2004 dan di catatkan di Kantor Urusan
Agama Kecamatan Tanjung Selor dengan Kutipan Akta Nikah
Nomor XXXX, tanggal 26 Februari 2020;

3. Bahwa Suami bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada
Pemerintah Kabupaten Bulungan dan pensiun sejak 01 September

2020;
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4. Bahwa Suami telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember

2020 di Rumah Sakit Siti Hajar Sidoarjo;

5. Bahwa dari pernikahan Suami dengan Tergugat telah lahir 3 (tiga)
orang anak bernama Anak I, M. Ridho Al Anam. M.A.S.NN dan

Rika Lisdhiana Trilansari;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majlis Hakim
menimbang dan berpendapat bahwa pada saat terjadi pernikahan antara
Suami dengan Tergugat status Suami pada saat itu juga masih terikat
perkawinan yang sah dengan Penggugat dan pernikahan antara Suami
dengan Tergugat tersebut tanpa didasari adanya izin poligami karena tanpa
adanya penetapan dari Pengadilan Agama tentang izin poligami tersebut.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka pihak yang memang
mempunyai kepentingan dalam pernikahan antara Suami dengan Tergugat
adalah Penggugat karena status Penggugat adalah istri sah dari Suami dan
masih terikat dalam perkawinan yang sah pada saat itu sebagaimana yang
telah diatur pada Pasal 23 huruf d Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
jo. Pasal 73 huruf d Kompilasi Hukum Islam.

Majlis Hakim menimbang dalam hal ini yaitu apabila ada seorang
Suami yang melakukan pernikahan dengan orang lain sedangkan dirinya
masih terikat perkawinan yang sah dengan seorang istri terdahulu maka
perkawinan tersebut tidak memenuhi salah satu syarat dalam perkawinan
yaitu penetapan dari Pengadilan Agama tentang pemberian izin untuk

poligami. Meskipun seiring berjalannya waktu yang mana pada akhirnya
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pernikahan tersebut tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama karena
status Suami masih terikat perkawinan yang sah dengan istri terdahulu
sebelum melakukan pernikahan dengan perempuan yang lain.
Berdasarkan Qawaidul fighiyah yang berbunyi:
a3 & 55 355 D5 s 1onaly 31 &8 Y e 3ol 5 A0 padl aay
Artinya: "Hukum-hukum Syar'i, baik perkara Ushul (pokok) maupun Furu’
(cabang) tidak akan sempurna kecuali dengan dua hal: terpenuhinya syarat
dan rukunnya serta tidak adanya Mawani' (penghalang akan
keabsahannya)".
Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka pernikahan antara
Suami dengan Tergugat bisa di batalkan karena ketika melakukan
pernikahan dengan Tergugat Suami masih terikat perkawinan yang sah
dengan Penggugat dan tanpa adanya penetapan dari Pengadilan Agama
tentang pemberian izin poligami yang mana hal ini adalah salah satu syarat
bagi Suami yang ingin menikah lagi. Bahwa berdasarkan pertimbangan-
petimbangan yang telah di sebutkan sebelumnya dan berdasarkan
ketentuan Pasal 71 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang mengatur
bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila seorang suami melakukan
pernikahan poligami tanpa adanya penetapan dari Pengadilan Agama
tentang izin tersebut. Maka dari itu, gugatan Penggugat cukuplah menjadi
alasan untuk membatalkan pernikahan antara Tergugat dengan Suami dan

juga gugatan Penggugat untuk membatalkan pernikahan tersebut dapat di

kabulkan sehingga pernikahan antara Suami dengan Tergugat menjadi
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batal dan Majlis Hakim juga menyatakan bahwa Kutipan Akta Nikah
pernikahan Suami dengan Tergugat tidak berkekuatan hukum;
b. Dalam Rekonvensi

Berdasarkan dalil gugatan  Tergugat dalam  gugatan
Rekonvensinya yang mendalilkan bahwa telah lahir tiga orang anak dari
pernikahan antara Tergugat dengan Suami dan terhadap dalil gugatan
Tergugat dalam Rekonvensinya Penggugat membanrkan hal itu. Maka dari
itu Tergugat memohon kepada Majlis Hakim untuk menetapkan anak
antara Tergugat dengan Suami ditetapkan sebagai maka sah dari ayah yang
bernama Suami dan ibu bernama Tergugat. Majlis Hakim berdasarkan
ketentuan pada Pasal 28 ayat 2 (dua) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 jo. Pasal 75 huruf (b) menjelaskan tentang batalnya
perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari
perkawinan tersebut, sehingga dengan adanya pernyataan itu maka
gugatan Tergugat dalam Rekonvensinya dapat dikabulkan. Maka dari itu,
Majlis Hakim menetapkan tiga orang anak yang lahir dari pernikahan
antara Tergugat dengan Suami adalah sebagai anak-anak dari seorang ayah
yang bernama Suami dan seorang ibu yang bernama Tergugat;
c. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan,
maka berdasarkan hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 senbagiamana telah diubah dengan

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
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Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majlis Hakim menimbang
bahwa biaya perkara ini di bebankan kepada Penggugat sesuai jumlah

yang tercantum dalam diktum putusan.

4. Amar putusan

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Membatalkan Perkawinan antara Suami dan Tergugat;

3. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, tanggal 26 Februari
2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan
Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan tidak berkekuatan hukum;

Dalam Rekonvensi

Majlis Hakim menetapkan bahwa anak-anak yang bernama Anak I,

M. Ridho Al Anam. M.A.S.NN dan Anak Il adalah anak-anak dari seorang

ayah bernama Suami dan ibu bernama Tergugat;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Majlis Hakim membebankan untuk membayar perkara ini kepada

Penggugat sejumlah Rp. 344.000,00 (tiga ratus empat puluh empat ribu

rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majlis
yang dilaksankan pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 Masehi, yang
bertepatan dengan 10 Rajab 1442 Hijriyah, oleh kami Oktoghaizha

Rinjipirama, S. H. I. Sebagai Ketua Majlis, Fatchiyah Ayu Novika, S. H. I.
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dan Imam Faizal Baihagi, S. H. masing-masing sebagai Hakim Anggota.
Putusan ini di ucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu
tanggal 24 Februari 2021Masehi yang bertepatan dengan tanggal 12 Rajab
1442 Hijriyah oleh Majlis Hakim dan Panitera Pengganti yang bernama

Hasnaini, S. Ag. serta pihak Penggugat dan Tergugat.

B. Analisis Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PA.TSe. Tentang Pembatalan
Perkawinan

Sebelum penulis menganalisis Putusan ini, penulis akan meneliti
keabsahan perkawinan ini terlebih dahulu. Bahwa dalam putusan ini, telah terjadi
perkawinan poligami oleh Suami kepada istri pertama/Penggugat. Suami
melakukan perkawinan poligami pada istri kedua/Tergugat dengan melakukan
nikah Sirri terlebih dahulu.

Jadi, akar dari pembatalan perkawinan ini adalah setelah beberapa lama
perkawinan antara Suami dengan Tergugat, mereka baru mencatatkannya di
Kantor Urusan Agama yang mana dalam perkawinan Sirri ini sebelumnya telah
mempunyai anak 3 (tiga) orang. Memang terdapat adanya fakta hukum bahwa
perkawinan antara Suami dengan Tergugat telah memenuhi Rukun Syarat dalam
hukum Islam yang mana perkawinan mereka sudah dapat dinyatakan sah dalam
hukum Agama. Akan tetapi, dalam hal hukum negara perkawinan mereka itu
dianggap tidak ada atau belum sah karena kurang syarat dan rukun yang
mengharuskan apabila suami ingin poligami harus ada izin dari istri sebelumnya

yakni dalam hal ini adalah istri pertama berupa penetapan dari Pengadilan Agama.
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Lalu setelah beberapa lama barulah pernikahan mereka dicatatkan, karena mereka
sudah mencatatkan perkawinan mereka di Kantor Urusan Agama maka menjadi
sahlah perkawinan tersebut. Namun, hal ini tidak berpengaruh terhadap status
anaknya yang masih dalam status anak yang lahir dari perkawinan Sirri dan
otomatis tidak bisa di akui sebagai anak sah dalam hukum negara karena akibat

pernikahan orang tuanya yang belum dicatatkan waktu itu.

1. Pertimbangan hukum Majlis Hakim terhadap perkara pembatalan
perkawinan Nomor 23/Pdt.G/2021/PA.TSe

Setelah Penulis menelaah dan mengetahui duduk perkara dari Putusan
Nomor 23/Pdt.G/2021/PA.TSe. Maka langkah selanjutnya Penulis akan
menganalisis pertimbangan hukum Majlis Hakim dari pembatalan tersebut.

Sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara, bahwa alasan
yang paling pokok dari gugatan Penggugat selaku istri pertama adalah bahwa
sejak tanggal 2 Januari 2021 Penggugat mengetahui bahwa suami Penggugat
yang bernama Suami telah melakukan pernikahan dengan Tergugat padahal
pada saat itu Penggugat dan Suami masih berstatus sebagai suami istri dan
terikat dalam perkawinan yang sah. Oleh karena itu, Penggugat merasa
keberatan terhadap pernikahan antara Suami dengan Tergugat. Penggugat
ingin membatalkan Pernikahan antara Suami dengan Tergugat selaku istri
kedua. Tuntutan dari Penggugat adalah ingin membatalkan perkawinan antara
Suami dengan Tergugat, akan tetapi dalam hal ini Tegugat juga melakukan

gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat dengan tuntutan untuk meminta



73

ketiga anak dari perkawinan dengan Suami ditetapkan sebagai anak sah
mereka.

Terhadap gugatan dalam Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PA.TSe.
Majlis Hakim dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa perkara
pembatalan perkawinan ini sejalan dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam
Pasal 71 huruf (a) yang mengatur bahwa perkawinan dapat dibatalkan jika
suami melakukan poligami tanpa adanya izin dari Pengadilan Agama. Untuk
lebih jelasnya pasal tersebut berbunyi: “Suatu perkawinan dapat dibatalkan
apabila: a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan
Agama”.! Dalam ketentuan peraturan ini Majlis Hakim berpendapat bahwa
gugatan Penggugat telah cukup alasan untuk membatalkan pernikahan Suami
dengan Tergugat karena Suami ketika menikah lagi dan tidak menyertakan
salah satu dari syarat perkawinan yaitu bagi suami yang telah beristri dan
ingin beristri lagi maka harus adanya penetapan dari Pengadilan Agama
tentang izin untuk berpoligami. Pada pertimbangan hukum Majlis Hakim
dalam perkara ini adalah menandakan adanya Hakim ingin memberikan
kepastian hukumnya yaitu membatalkan pernikahan antara Suami dengan
Tergugat.

Majlis Hakim berdasarkan fakta yang ada dalam putusan Nomor
23/Pdt.G/2021/PA.TSe. menerima dan mempertimbangkan terhadap bukti-

bukti yang di ajukan oleh Penggugat baik berupa alat bukti Surat dan juga

!Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pembinaan
Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, Himpunan peraturan Perundang-undangan
dalam Lingkungan Peradilan Agama, 2001, hal. 334.
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Saksi. Majlis Hakim menimbang bahwa apabila seorang suami melakukan
pernikahan dengan perempuan yang lain dan pada saat itu suami juga masih
terikat dalam perkawinan yang sah dengan istrinya yang terdahulu tanpa
adanya Penetapan dari Pengadilan Agama yang memberikan izin untuk
berpoligami meskipun pada akhirnya pernikahan tersebut tercatat di Kantor
Urusan Agama, tetapi tetap saja pernikahan tersebut tidak memenuhi salah
satu syarat dalam pernikahan yaitu adanya penetapan Pengadilan Agama
tentang pemberian izin untuk berpoligami bagi suami yang ingin menikah lagi
dengan perempuan lain sedang dirinya pada saat itu masih terikat perkawinan
yang sah dengan istri terdahulu.

Akibat hukum dari perkara pembatalan perkawinan ini adalah di
kabulkan oleh Majlis Hakim dalam putusan Pengadilan Agama Nomor
23/Pdt.G/2021/PA.TSe. maka perkawinan antara Suami dengan Tergugat
menjadi batal dan menyatakan Kutipan Akta Nikah Suami dengan Tergugat
pada tanggal 26 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama
Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan tidak berkekuatan hukum.
Artinya tidaklah terjadi perkawinan atau hubungan antara Suami dengan
Tergugat. Dalam perkara ini Penggugat adalah istri pertama dari Suami yang
membatalkan perkawinan Suami dengan Tergugat selaku istri kedua. Dengan
hal ini terdapat sebuah kepastian terhadap perkawinan antara Suami dengan
Tergugat. Dan Majlis Hakim sudah menjalankan sebagaimana mestinya yaitu

memberikan keadilan.
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Selanjutnya pertimbangan Majlis Hakim dalam gugatan Rekonvensi
dari Tergugat yang memohon kepada Majlis Hakim untuk ditetapkan ketiga
anak yang lahir ketika Suami dan Tergugat menikah Sirri sebagai anak-anak
dari seorang ayah yang bernama Suami dan seorang ibu yang bernama
Tergugat. Dengan apa yang didalilkan oleh Tergugat dari pernikahannya
dengan Suami telah lahir 3 (tiga) orang anak dari pernikahan Sirri dan juga
Penggugat membenarkan dalil dari Tergugat tersebut maka Majlis Hakim
mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Tergugat dan akibat dari ini adalah
ketiga anak tersebut bisa ditetapkan sebagai anak-anak dari seorang ayah yang
bernama Suami dan seorang Ibu yang bernama Tergugat dengan berdasarkan
ketentuan Pasal 28 ayat (2) huruf (a) Undang-undang Perkawinan dan
Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 75 huruf (b) tentang ketentuan batalnya
perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari
perkawinan tersebut. Namun, pada gugatan oleh Tergugat terhadap status anak
Suami dengan Tergugat yang ingin ditetapkan sebagai anak sah mereka
padahal dalam kenyataannya anak tersebut lahir waktu status pernikahan
mereka masih Sirri yang mana hal ini anak tersebut tidak dapat dianggap
sebagai anak mereka dalam ketentuan hukum negara. Pertimbangan Majlis
Hakim bertolak belakang dengan ketentuan Undang-undang Perkawinan pada
Pasal 42 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 99 huruf (a) yang menyatakan
bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat

perkawinan yang sah.
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Dari peraturan ini dapat dilihat bahwa status seorang anak itu
tergantung dari status pernikahan orang tuanya, apabila pernikahan orang
tuanya sah maka status anak tersebut juga dapat dikatakan sah dalam hukum
negara. Karena tiap-tiap perkawinan itu harus di catat menurut peraturan yang
berlaku.

Terhadap adanya pembatalan perkawinan orang tuanya yang tidak
berlaku surut terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut sesuai
dengan Pasal 28 ayat (2) huruf (a) Undang-undang Perkawinan Nomor 1
Tahun 1974 jo. Pasal 75 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan
tentang batalnya perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang
dilahirkan dari perkawinan tersebut. Hal ini memang benar adanya dan sesuai
dengan peraturan jika perkawinan orang tuanya sah di mata hukum negara
sedangkan dalam kasus ini perkawinan mereka ketika anak itu lahir masih
berstatuskan pernikahan Sirri yang mana pernikahan Sirri tidak diakui
kesahannya dalam hukum negara karena tidak tercatat secxara resmi.
Sehingga tidak lah dapat anak itu dikatakan sebagai anak seorang ayah yang
bernama Suami dengan seorang ibu yang bernama Tergugat.

Sepantasnya dalam hal ini jika ingin memberikan penetapan terhadap
anak tersebut maka dapat mengajukan permohonan asal usul anak, ketika
adanya permohonan yaitu asal usul anak maka orang tua diminta untuk
mengajukan alat bukti yang dapat membuat permohonan itu dikabulkan, alat
bukti yang bisa di cantumkan adalah dengan adanya Kutipan Akta kelahiran,

akta kelahiran yang otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
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Bila akta kelahiran tersebut tidak di sertakan maka bisa dengan berdasarkan
bukti-bukti yang memenuhi syarat dan telah dilakukan pemeriksaan yang teliti
sehingga dapat yang ditetapkan mengenai asal usul anak tersebut dan bisa
menjadi sebagai anak yang sah.

Pada faktanya Tergugat tidak mengajukan permohonan dalam asal-
usul anak tetapi hanya mengajukan gugatan Rekonvensi yang memohon untuk
ketiga anaknya supaya ditetapkan sebagai anak dari seorang ayah yang
bernama Suami dan seorang ibu yang bernama Tergugat. Terhadap yang
didalilkan oleh Tergugat, maka Tergugat mencantumkan alat bukti Surat
berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak-anaknya yang mana hanya
mencantumkan nama ibunya saja yakni Tergugat sendiri dan dalam hal ini kita
ketahui bahwa anak tersebut memanglah tidak diakui sebagai anak dari
seorang ayah yang bernama Suami karena tidak ada nama ayahnya dalam
Kutipan Akta Kelahiran tersebut. Tergugat juga tidak mencantumkan alat
bukti lain yang dapat menguatkan status anak tersebut. Maka dari itu pada
dasarnya Tergugat tidak dapat membuktikan kepada Majlis Hakim mengenai
status anak-anak yang lahir dari pernikahan antara Suami dengan Tergugat.
Penjelasan terkait hal ini terdapat dalam ketentuan peraturan dalam Undang-
undang Perkawinan Pasal 55 jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 103 mengenai
pembuktian asal usul seorang anak. Sebagaimana kita ketahui bahwa Kutipan
Akta Kelahiran sangatlah penting bagi kejelasan status seorang anak terhadap
siapa orang tua kandungnya dan juga Kutipan ini dapat memudahkan ketika

melakukan urusan-urusan lain di luar sana.
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Dengan demikian, seyogyanya anak yang lahir dari pernikahan antara
Suami dengan Tergugat tidak bisa ditetapkan sebagai anak dari seorang ayah
yang bernama Suami dan seorang ibu bernama Tergugat yang hanya melihat
dari pertimbangan yang telah disebutkan yaitu pembatalan perkawinan yang
menyatakan anak dari perkawinan yang dibatalkan tidak berlaku surut. Akan
tetapi bisa saja untuk kejelasan status anak hendaknya Tergugat mengajukan

permohonan asal usul anak tersebut.

2. Status Hukum Anak dari Pernikahan Sirri dalam Hukum Islam
Pernikahan sirri adalah pernikahan yang sah jika memenuhi rukun dan
syarat dalam pernikahan itu sebagaimana yang telah diuraikan dalam teori
mengenai rukun dan syarat pernikahan yaitu adanya calon mempelai laki-laki
dan perempuan, wali dari pihak perempuan, saksi, dan juga ijab gabul.
Pernikahan sirri memang banyak orang lakukan dengan berbagai alasan salah
satunya adalah ketika suami ingin berpoligami. Memanglah di dalam Islam
Poligami itu dibolehkan saja asalkan sesuai dengan kemampuannya dan dapat
berlaku adil. Terhadap status anak pun tetap pada dasarnya yaitu anaknya sah
karena lahir dari pernikahan yang sah. Dengan demikian pernikahan yang
mencukupi syarat tidak dapat di fasakh. Maka status anak dalam pernikahan
sirri itupun sebagaimana status pernikahan orang tuanya maka status anak
yang lahir dalam pernikahan sirri juga dianggap sebagai anak yang sah yaitu
diakui sebagai anak dari seorang ayah yang bernama suami dan seorang ibu

yang bernama Tergugat. Dalam putusan pembatalan ini memang diakui bahwa
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terhadap status hubungan antara Suami dengan Tergugat telah terjadi
pernikahan sirri dan dilaksanakan dengan memenuhi syarat dan rukun dalam
pernikahan. Dalam hal ini anak mereka pun dianggap sebagai anak yang
sah.dari kedua orang tuanya jika melihat dari ketentuan hukum Islam saja.
Lain halnya jika dilihat dari ketentuan hukum negara yang menyatakan bahwa

status pernikahan sirri dianggap tidak ada.
Berdasarkan Qawaidul fighiyah dalam pertimbangan Majlis Hakim

yang berbunyi:

a3 & 55 43555 D5 s 1onaly I &8 Y e 5ol 5 el aay

Artinya: "Hukum-hukum Syar'i, baik perkara Ushul (pokok) maupun Furu'’
(cabang) tidak akan sempurna kecuali dengan dua hal: terpenuhinya syarat
dan rukunnya serta tidak adanya Mawani' (penghalang akan
keabsahannya)".

Terhadap hal ini pernikahan antara Suami dengan Tergugat yang
dilakukan secara sirri yang Suami melakukan poligami sebelumnya tidak
memenuhi syarat dalam pernikahan yaitu penetapan dari Pengadilan Agama
mengenai izin poligami dari istri pertama atau istri terdahulu.

Memang dalam hukum negara pernikahan antara Suami sebelum
dicatatkan termasuk pernikahan yang tidak sah tetapi di dalam hukum Islam
tidak berlaku demikian sebagaimana telah penulis jelaskan di atas. Dalam

kasus pembatalan perkawinan ini Majlis Hakim hanya menjelaskan tentang

status anak dalam ketentuan hukum negara saja yaitu menetapkan anak yang
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lahir dari pernikahan antara Suami dengan Tergugat sebagai anak yang sah
karena melihat dari pertimbangannya saja. Pertimbangan yang menyatakan
status anak tidak berlaku surut. Seharusnya status anak tersebut tidak dapat
dikatakan sebagai anak yang sah dari seorang ayah yang bernama Suami dan
seorang ibu yang bernama Tergugat karena anak itu lahir sebelum pernikahan
orang tuanya resmi tercatat di Kantor Urusan Agama.

Anak tersebut sesuai dengan ketentuan hukum negara yang mana tidak
dianggap sebagai anak yang sah tidak bisa ditetapkan sebagai anak mereka.
Jika putusannya seperti hal demikian maka tepatlah sebagaimana ketentuan
hukum negara. Akan tetapi, untuk memberikan keadilan dan pemahaman
kepada para pihak, maka Majlis Hakim juga bisa menjelaskan bahwa bisa saja
anak tersebut ditetapkan sebagai anak yang sah jika dilihat dari hukum agama
yang menyatakan bahwa pernikahan sirri tetaplah dianggap sebagai
pernikahan yang sah dan begitupun juga terhadap status anak dianggap
sebagai anak yang sah dari kedua orang tuanya. Sehingga walaupun dalam
hukum negara tidak sah tetapi dalam hukum Islam tetap dianggap sebagai
anak yang sah. Karena status seorang anak itu sangat berkaitan erat dengan
apa yang akan diperolehnya terhadap orang tuanya terlebih lagi terhadap
ayahnya. Anak yang sah memiliki hubungan keperdataan dengan ayah dan
ibunya dan anak tersebut berhak mendapatkan penghidupan yang layak dan

juga berhak seperti pembagian warisan dari orang tuanya.



